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ABSTRAK 

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan pendidikan berbasis nilai-

nilai Pancasila saling melengkapi dalam upaya pencegahan korupsi. Strategi 

Nasional Pemberantasan Korupsi memberikan kerangka kerja yang komprehensif 

untuk pemberantasan korupsi, sementara pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila 

memberikan landasan moral dan etika bagi individu. Dengan kata lain, Strategi 

Nasional Pemberantasan Korupsi memberikan arah yang jelas, sedangkan 

pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila memberikan bekal moral untuk mencapai 

tujuan tersebut. Begitu banyak tantangan dan hambatan dalam hal ini, sebagai 

contoh bahwa implementasi pendidikan anti-korupsi seringkali tidak konsisten di 

berbagai daerah dan lembaga pendidikan dan masih banyak sekolah, terutama di 

daerah terpencil, kekurangan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan 

pendidikan anti-korupsi. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu Apakah faktor-faktor yang 

menyebabkan kejahatan korupsi dianggap sebagai budaya di Indonesia dan 

Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan dan seharusnya dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencegah meningkatnya kejahatan korupsi di Indonesia melalui 

perspektif Teori Sistem Hukum dan teori gabungan pemidanaan. Berdasarkan judul 

penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan  Penelitian Yuridis 

Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Hal ini disebut sebagai penelitian yuridis 

normatif karena penulis melakukan penelitian menggunakan sumber data dari 

kepustakaan (library research) atau dalam kata lainnya data sekunder. Pendekatan 

penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan 

kejahatan korupsi dianggap sebagai budaya di Indonesia melalui analisis perspektif 

nilai-nilai Pancasila yaitu melalui motif politik dan kekuasaan, motif ekonomi, 

birokrasi yang berbelit belit, tertutupnya akses publik atas informasi dan 

pengawasan yang kurang maksimal. Selain itu terdapat juga faktor kebiasaan yang 

dianggap sebagai kebudayaan serta dinormalisasikan sebagai hal yang wajar. Faktor 

lainnya juga dikarenakan peraturan perundang-undangan yang bermuatan untuk 

kepentingan pihak tertentu, sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan 

efek jerah serta budaya masyarakat yang kondusif KKN. Pendidikan anti-korupsi 

sejak dini sangat penting untuk membangun karakter generasi muda yang 

berintegritas sesuai dengan ideologi Pancasila. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Upaya 

Pencegahan 
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ABSTRACT 
 

The National Strategy for Eradicating Corruption and education based on 

Pancasila values complement each other in efforts to prevent corruption. The 

National Strategy for Eradicating Corruption provides a comprehensive framework 

for eradicating corruption, while education based on Pancasila values provides a 

moral and ethical foundation for individuals. In other words, the National Strategy 

for Eradicating Corruption provides clear direction, while education based on 

Pancasila values provides the moral provisions to achieve this goal. There are many 

challenges and obstacles in this regard, for example, the implementation of anti-

corruption education is often inconsistent in various regions and educational 

institutions and many schools, especially in remote areas, lack adequate resources 

to implement anti-corruption education. 

The formulation of the problem in this research is whether the factors that 

cause corruption crimes are considered a culture in Indonesia and what efforts have 

been made and should be made by the government to prevent the increase in 

corruption crimes in Indonesia through the perspective of Legal System Theory and 

the combined theory of punishment. Based on the title of this thesis, the type of 

research used is Normative Juridical Research (library law research). This is 

referred to as normative juridical research because the author conducted the 

research using data sources from libraries (library research) or in other words 

secondary data. The research approach used is the statutory approach. 

The results of the research concluded that the factors that cause corruption 

crimes are considered cultural in Indonesia through an analysis of the Pancasila 

values perspective, namely through political and power motives, economic motives, 

complicated bureaucracy, closed public access to information and less than optimal 

supervision. Apart from that, there are also habitual factors that are considered 

cultural and normalized as normal. Another factor is also due to laws and 

regulations that are aimed at the interests of certain parties, the sanctions are too 

light so they do not have a deterrent effect and a community culture that is 

conducive to KKN. Anti-corruption education from an early age is very important 

to build the character of the younger generation with integrity in accordance with 

the Pancasila ideology. 

Keywords: Corruption Crime, Anti-Corruption Education, Prevention 

 


